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ABSTRAK 
 

Dalam perkembangan pengujian KTUN dengan batu uji AUPB pada UU 30/2014, 

diatur di dalam Pasal 10, bahwa AUPB sebagai batu uji KTUN terklasifikasi 

menjadi 2 (dua), yaitu 1) AUPB yang ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 

30/2014; dan 2) AUPB yang tidak ditentikan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 

30/2014. Adanya ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 bisa dibilang membuka ruang 

baru yang sangat luas bagi batu uji terhadap KTUN. Dengan latar belakang 

tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Pertama, AUPB 

Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dan Kedua, 

Penggunaan AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha 

Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Penelitian ini adalah penelitian hukum 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case 

approach). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Pertama, penggunan 

AUPB sebagai abtu uji KTUN diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu AUPB 

bernama dan AUPB tidak bernama dan Kedua Penggunaan AUPB sebagai dasar 

pengujian keabsahan KTUN sebelum UU 30/2014 masih belum banyak 

dipertimbangkan oleh hakim, namun pasca UU UU 30/2014, dapat dilihat bahwa 

hakim-hakim mempertimbangkan AUPB di dalam putusan yang dibuat, bahkan 

hakim tidak hanya memakai AUPB bernama, namun juga AUPB tidak bernama. 

 

Kata Kunci: KTUN, AUPB, PTUN.  
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ABSTRACT 
 

In the development of the KTUN testing with the AUPB test stone in Law 30/2014, 

it is regulated in Article 10, that the AUPB as the KTUN test stone is classified 

into 2 (two), namely 1) AUPB as stipulated in Article 10 paragraph (1) of Law 30/ 

2014; and 2) AUPB which is not specified in Article 10 paragraph (1) of Law 

30/2014. The existence of the provisions of Article 10 of Law 30/2014 can be said 

to open a very wide new space for the touchstone of the KTUN. With this 

background, the formulation of the problem in this study is First, AUPB as a basis 

for testing the validity of state administrative decisions and second, using AUPB 

as a basis for testing the validity of state administrative decisions in the state 

administrative court. This research is a legal research approach. legislation 

(statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case 

approach (case approach). Based on this research, it was found that First, the use 

of AUPB as a KTUN test form is classified into 2 (two), namely named AUPB and 

unnamed AUPB and Second, the use of AUPB as a basis for testing the validity of 

KTUN before Law 30/2014 is still not widely considered by judges, After Law 

30/2014, it can be seen that judges consider AUPB in the decisions they make, 

even judges not only use named AUPB, but also unnamed AUPB. 

Keywords: KTUN, AUPB, PTUN. 
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